
Pengawasan Partisipatif Masyarakat – Bawaslu Rokan Hulu 2025 

Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu 

Dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Rokan Hulu Tentang Penguatan Pengawasan 

Partisipatif Masyarakat Nomor : 008/HM.02/K.RA-07/10/2025 Nomor : 03/0408/2025 

ABSTRAK : - Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pengawasan 

pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 

bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota 

yang efektif, diperlukan partisipasi masyarakat melalui 

pengawasan partisipatif; 

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf d, Pasal 

98 ayat (1) huruf d, Pasal 102 ayat (1) huruf d, dan Pasal 105 

huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, badan 

pengawas pemilihan umum provinsi, badan pengawas 

pemilihan umum kabupaten/kota, dan panitia pengawas 

pemilihan umum kecamatan bertugas meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum, 

sehingga diperlukan landasan hukum untuk pelaksanaan 

pengawasan partisipatif bagi Badan Pengawas Pemilihan 

Umum, badan pengawas pemilihan umum provinsi, badan 

pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, dan panitia 

pengawas pemilihan umum kecamatan; 

- Dasar Hukum Nota Kesepahaman ini adalah Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Peraturan 



Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, 

Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 

Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan 

Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 3 

Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas 

Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Partisipasi Masyarakat, 

Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 7 

Tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawas 

Pemilihian Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, Keputusan Kwartir Nasional Gerakan 

Pramuka Nomor 223 Tahun 2007 tentang Petunjuk 

Penyelenggaraan Organisasi Dan Tata Kerja Kwartir Cabang 

Gerakan Pramuka, Keputusan Kwartir Nasional Gerakan 

Pramuka Nomor 176 Tahun 2013 tentang Petunjuk 

Penyelenggaraan Pola dan Mekanisme Pembinaan Pramuka 

Penegak dan Pramuka Pandega, Keputusan Kwartir Nasional 

Gerakan Pramuka Nomor 145 Tahun 2021 tentang Petunjuk 

Penyelenggaraan Sistem Administrasi Kwartir Gerakan 

Pramuka dan Petunjuk Penyelenggaraan Gerakan Pramuka 

Nomor 03 Tahun 2021 tentang Peraturan Satuan Karya 

Pramuka. 



CATATAN : - Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada tanggal 02 

Oktober 2025 

- Nota Kesepahaman ini mulai berlaku semenjak ditandatangani 

para pihak 

 


